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ABSTRAK  
 

 Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “ Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT. Sona 
Topas Tourism Tbk.” Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan (1) bagaimana 
aplikasi multi akad sukuk ijarah pada PT. Sona Topas Tourism Tbk. (2) bagaimana 
tinjauan Hukum Islam mengenai multi akad dalam aplikasi sukuk ijarah pada PT. 
Sona Topas Tourism Tbk.  
 Data yang diperoleh dalam penyelesaian skripsi ini berasal dari Bursa Efek 
Indonesia di Surabaya yang merupakan sebuah instansi pencatatan pihak yang 
melakukan investasi di pasar modal syariah. Penulis memperoleh data dengan cara 
interview (wawancara) serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan 
dengan masalah di atas, selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis. 
 Dari penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa obligasi syariah yang 
diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. adalah obligasi syariah dengan skim 
ijarah. Obligasi syariah ijarah ini berjangka waktu lima tahun, dengan dana 
seluruhnya Rp. 52.000.000.000,00 dengan cicilan fee ijarah sebanyak Rp. 
7.670.000.000,00 setiap tiga bulan sekali. Sedangkan penggunaan dana tersebut 
digunakan oleh anak perusahaan (PT. Inti Dufree Promosindo) sebagai modal kerja 
di bidang biro perjalanan wisata. Adapun akad yang digunakan oleh pihak-pihak 
yang terkait dalam menerbitkan obligasi syariah ijarah ini adalah akad ijarah, akad 
wakalah dan akad kafalah. Namun, pada hakikatnya tidak semua perusahaan yang 
menerbitkan sukuk harus menggunakan tiga akad, karena akad adalah perjanjian 
(agreement) yang bukan merupakan suatu hal yang pasti/ paten sehingga tergantung 
pada pihak yang melakukan akad, sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat 
Islam.   
 Sebagaimana hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
sukuk ijarah yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. terdapat tiga akad 
dalam satu transaksi. Akan tetapi, hukum yang terkait adalah “boleh” karena pihak 
yang melakukan akad berbeda-beda, yakni antara PT. Sona Topas Tourism Tbk, PT. 
IDP, dan investor (pemegang obligasi).  

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka penulis sangat berharap agar tetap 
menyempurnakan kinerja Bursa Efek Indonesia di Surabaya secara efektif dan 
efisien, yakni untuk lebih mengefisiensikan pencatatan instrumen agar masyarakat 
luas lebih mudah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang emiten dan 
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak awal ’70-an gerakan Islam ditingkat nasional telah memasuki bidang 

ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap 

sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan 

konsep ekonomi dan bisnis non ribawi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu 

mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif 

oleh Umer Chappra dalam bukunya “The Future of Economics an Islamic 

Perspective”, yang menjelaskan bahwa:   

“Ilmu yang memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap 
realisasi kesejahteraan manusia, tetap berkonsentrasi pada aspek alokasi dan 
distribusi sumber-sumber daya dengan tujuan utama untuk merealisasikan  

q shidusy syariah. Ilmu ekonomi Islam pada prinsipnya sama dengan 
ekonomi konvensional, namun yang mendasar perbedaannya terletak pada 
pertimbangan sosial kemanusiaan sesuai komitmen syariah Islam. Sementara 
pada ekonomi konvensional hanya bermuara pada upaya pemenuhan 
kebutuhan material seperti halnya dengan ekonomi kapitalis”.1 
 
Namun, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep 

tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu: Pertama, petunjuk Allah dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling 

menonjol, sebagaimana yang dilihat oleh bahkan menjadi perhatian utama para 

ulama’ dan cendekiawan muslim, yang juga termasuk doktrin transaksi non ribawi 

                                                 
1 Arifin Hamid. Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. h: 66-67 
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(larangan praktek riba). Kedua: peristiwa krisis minyak pada tahun 1974 dan 1979, 

yang menimbulkan kekuatan financial berupa petro dollar pada Negara-negara 

dikawasan Timur Tengah  dan Afrika Utara, termasuk juga Indonesia, Malaysia, dan 

Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itulah, kemudian timbullah pemikiran untuk 

“memutar” dana petro-dollar tersebut melalui lembaga keuangan syariah. 2 

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama bagi yang tidak dapat 

memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya, maka Islam menganjurkan untuk 

melakukan musyarakah dan mudharabah, yaitu bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin 

mengambil resiko, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan qard, yaitu 

meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain, Islam sangat mendorong 

investasi dan perdagangan, akan tetapi Islam sangat melarang adanya riba, gharar dan 

maysir. 3 

Oleh karena itu, Islam menjelaskan bahwasannya segala apapun dalam 

bermuamalat pada asalnya adalah boleh, sebagaimana dalam ayat al-Qur’an surat al-

Mulk (15), yang berbunyi:  

  النُّشُوْرُاِ وَاِلَيْهقِهِ زْ فاَمْشُوْا فِي مَناَآِبِهاَ وَآُلُوْا مِنْ رِّوْلاً ذَلُي جَعَلَ لَكُمُ اْلأَرْضَهُوَالَّذِ
)١۵(4   

     
Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah 

disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan”.  

   
 
                                                 
2 http://konsultasimuamalat.MI Sigit Pramono.wordpress.com.20 Maret 2009 
3 Arifin Hamid. Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. h. 7 
4 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 449 
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Ayat tersebut menggariskan, bahwa manusia sebaiknya bukan menjalankan 

aktivitas baik sosial, budaya maupun ekonomi dengan cara-cara yang tidak berguna, 

melainkan kerja sama atau tolong menolong, membangun kemitraan untuk 

mendapatkan keuntungan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Kemitraan dibidang 

ekonomi atau menjual jasa terkadang dilakukan dengan hanya mengejar target 

keuntungan. Sedangkan cara-cara yang sesuai dengan norma agama diabaikan. Hal 

ini dari sudut pertimbangan ekonomi semata bisa saja terpenuhi, namun dari 

kepentingan masyarakat, hubungan dengan pihak rekanan bisnis maupun konsumen 

terabaikan atau belum tentu sejalan.  

 Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, adalah suatu 

kewajaran jika tumbuh kecenderungan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi 

yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Pemerintah Indonesia telah 

mengintroduksikan sistem ekonomi Islam melalui pembentukan Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) pada tahun 1990. Keberadaan BMI menjadi pemicu lahirnya bank-

bank syariah yang lain. Dengan pendirian BMI itu, maka perbankan Indonesia 

menganut dual banking system. Bank konvensional dan bank syariah beroperasi di 

Indonesia, bahkan ada beberapa bank konvensional juga mempunyai divisi bank 

syariah. Dalam satu dekade, perkembangan perbankan syariah melaju pesat, kini bank 

syariah bertambah dengan banyaknya bank swasta dan pemerintah yang membuka 

bank syariah. Sekarang ini bank-bank besar mempunyai unit bank konvensional dan 

bank syariah sekaligus, seperti Bank Mandiri dengan Bank syariah Mandiri bank BNI 

dengan bank BNI syariah, dll. Kalangan pasar modal pun menyadari potensni 
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penghimpunan dana umat muslim. Dalam rangka itu, BAPEPAM meluncurkan Pasar 

Modal Syariah pada tanggal 14-15 Maret 2009. 5 

 Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah adalah 

obligasi syariah (Sukuk).  Sukuk  merupakan instrumen pasar modal syariah yang 

memiliki potensi besar sehingga dapat menjadi alternatif pendanaan untuk 

pembangunan infrastruktur yang menarik. Obligasi Syariah telah memiliki legitimasi 

yang kuat secara syariah di Indonesia dan juga telah disetujui oleh Bapepam. Menurut 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No:32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi 

syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang 

dikeluarkan perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan 

emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi 

hasil margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 6 

 Sukuk merupakan instrumen keuangan pasar modal yang saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat 

likuiditas di Timur Tengah yang disebabkan oleh booming minyak bumi, serta 

meningkatnya kesadaran akan investasi yang tidak sekedar mendapatkan return tetapi 

juga nilai sosial. Meskipun di Indonesia mempunyai potensi pasar sangat besar 

terhadap perkembangan sukuk, namun di Dunia yang mendapatkan pangsa pasar 

sangat besar.  

                                                 
5 M. Irsan Nasarudin. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. h,16-17 
6 Ibid. h, 206 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5

 Melalui Fatwa MUI tersebut di atas, DSN sebenarnya mengkategorikan tiga 

jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang obligasi syariah, yaitu: 

Pertama, adalah berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi mudharabah atau 

musyarakah. Kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi murabahah, 

salam atau ishtisna’. Ketiga, berupa fee (sewa) dari asset yang disewakan untuk 

pemegang obligasi dengan akad ijarah. Pada prinsipnya, semua obligasi syariah 

adalah surat berharga bukti investasi jangka panjang yang dikembangkan dengan 

mengacu pada prinsip muamalah Islami. Namun yang membedakan antara obligasi 

konvensional dengan obligasi syariah tersebut adalah akad dan transaksinya.  

 Ijārah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang obligasi ijārah akan 

mendapatkan keuntungan berupa fee (sewa) dari asset yang disewakan.  

Sebagimana dalam Fatwa DSN No:41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi 

syariah ijārah yang menjelaskan bahwasannya penerbitan sukuk ijarah dapat 

dilakukan terhadap aktiva (aset) tetap yang benar-benar telah ada. Kepemilikan aktiva 

tersebut beralih kepada pemegang sukuk. Oleh karena itu, penyewaan dilakukan oleh 

mereka. Demikian juga, sukuk ijārah dapat diterbitkan terhadap aktiva tetap dimana 

pemerintah akan membeli aktiva tersebut sebagai wakil dari pemegang sukuk, 

kemudian menyewanya dari mereka. Namun, apabila sukuk ijārah ditawarkan kepada 

publik untuk kepentingan taman umum yang belum ada (belum dibangun), maka 

pemerintah tidak dapat menggunakan dana terkumpul untuk selain pembangunan 
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6

taman. Hal itu disebabkan karena pemerintah dalam penggunaan tanah tersebut  

hanya berstatus sebagai wakil dari pemiliknya.  

Sebagaimana faktanya, suatu perseroan yang telah menerbitkan Obligasi 

syariah (sukuk) ijārah adalah “PT Sona Topas Tourism Tbk.” Dana yang diperoleh 

dari emisi Obligasi syariah (investor) tersebut digunakan oleh PT. Sona Topas 

Tourism Tbk. Sebagai modal kerja PT. Inti Duffree Promosindo (PT. IDP) untuk 

pembangunan toko bebas bea  dan biro perjalanan wisata. Adapun pendapatan yang 

telah disepakati antara keduanya adalah berdasarkan prinsip syariah, yaitu berupa 

ujrah (fee ijārah). Perusahaan ini mengeluarkan Obligasi syariah sebesar 

100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, dimana pembayaran cicilan fee 

ijarahnya setiap tiga bulan sekali (triwulan) sebesar 7.670.000.000 pertahun, dengan 

pembayaran fee ijarah Obligasi syariahnya pada waktu jatuh tempo (tanggal 28 Juni 

2009). 7 

Dalam dunia perbisnisan, baik itu bisnis dengan prinsip konvensional maupun 

bisnis dengan prinsip syariah, maka tidaklah akan bisa lepas dari suatu perjanjian 

(perikatan), yang disebut juga dengan “akad”. Perjanjian (akad) mempunyai arti 

penting dalam kehidupan masyarakat, karena akad merupakan “ dasar dari sekian 

banyak aktifitas dalam keseharian kita “. Akad dapat memfasilitasi setiap orang 

dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya 

sendiri tanpa bantuan dari jasa orang lain. Oleh karenanya, dapat dibenarkan pula bila 

dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat 
                                                 
7 PT. Sona Topas Tourism Tbk, Prospektus PT.Sona Topas Tourism Tbk, Jakarta: 2004 
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7

manusia untuk mendukung kahidupannya sebagai makhluk sosial. Suatu hal yang 

terdapat pula dalam obligasi syariah dengan skim ijarah, untuk dapat terealisasinya 

tujuan tersebut diatas, maka antara PT. IDP, PT. Sona Topas Tourism Tbk, dan 

pemilik asset (investor) akad yang digunakan adalah akad ijārah, akad wakālah, dan 

akad kafālah. Sehingga dapat dirumuskan bahwasannya obligasi syariah 

menggunakan multi akad agar tujuannya dapat terlaksana.  

Fakta akad ganda dalam leasing, sebagaimana halnya yang terdapat dalam 

transaksi pembiayaan pengadaan barang modal untuk digunakan oleh lessee (yang 

menerima pembiayaan leasing) selama jangka waktu tertentu dan diakhir jangka 

waktu tersebut pemilikan barang berpindah secara otomatis kepada lessee. Leasing 

model inilah yang banyak dilakukan dalam leasing pembiayaan motor, mobil, barang 

elektronik, furnitur dll, yang diberikan oleh berbagai bank atau lembaga pembiayaan.  

 Sebagaimana dapat dijelaskan dalam contoh lain, jika seseorang berkata “saya 

jual motor saya kepada anda dengan syarat anda sewakan rumah anda kepada saya” 

dalam ungkapan ini terjadilah dua transaksi dalam lafadz “saya jual motor saya 

kepada anda” dan “anda sewakan rumah anda kepada saya ”, kedua transaksi 

tersebut berkumpul dalam satu akad. Hukum akad ganda di atas, sebagaimana juga 

halnya jual beli bersyarat baik itu terdapat dalam dua atau lebih dari syarat yang telah 

ditentukan. Dalam hadist yang berbunyi:  
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فِي بَيْعٍ، لاَيَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَا نِ :  اَنَّ النَّبِيَّ ص م قاَلَ":عَنْ عَبْدِااللهِ بْنِ عَمْرٍو

8) رواه الخمسة" (وَلاَ رِبْحٌ مَالَمْ يَضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 
 

Artinya: “ Dari Abdullah bin Amr, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak 
halal hutang bersama jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu penjualan, 
tidak halal keuntungan yang tidak ada jaminan, dan tidak halal menjual 
sesuatu yang tidak menjadi milikmu ” (HR. Imam yang lima)  

  

Hal inilah yang menjadi menarik untuk diteliti yang juga akan dibahas pada 

bab selanjutnya, agar dapat diketahui secara besar akad-akad tersebut dalam 

penerbitan obligasi syariah dengan skim ijārah pada PT. Sona Topas Tourism Tbk, 

yang juga berpengaruh pada perkembangan obligasi syariah nantinya khususnya bagi 

perseroan lain yang akan menerbitkan obligasi syariah. Oleh sebab itu, penulis 

merasa pantas untuk ditarik dalam sebuah Karya Ilmiah berupa “ Skripsi” dengan 

judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk ijārah 

Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk.”  

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana aplikasi multi akad Sukuk Ijārah pada PT. Sona Topas Tourism 

Tbk.?  

                                                 
8 A. Qadir Hassan dkk, Terjemah Nailul Authar jilid.  IV, h. 1705-1706 
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2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai multi akad dalam aplikasi Sukuk 

Ijārah pada PT. Sona Topas Tourism Tbk.?  

 

C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan aplikasi akad yang digunakan dalam Sukuk Ijārah 

pada PT. Sona Topas Tourism Tbk.  

2. Agar dapat mengetahui penggunaan multi akad dalam aplikasi sukuk  ijārah 

menurut pandangan Hukum Islam.  

 

D. Definisi Operasional  

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari terjadinya salah 

pengertian dan interpretasi dalam penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijārah Pada PT. Sona Topas 

Tourism Tbk.” Maka berikut ini diberi batasan khusus yang terdapat dalam judul 

penelitian: 
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• Tinjauan Hukum Islam:  

Istilah “tinjauan” berasal dari kata “tinjau” mempunyai akhiran 

“an”,  yang mana dalam bahasa Inggris sama dengan “perspektif” 

artinya adalah pandangan atau kajian. 9 

Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan Hukum Islam adalah 

pandangan Hukum Islam yang diambil dari nash-nash baik al-Qur’an 

maupun hadi , serta pandapat Imam madzhab tentang sukuk ij rah.  

• Multi Akad:  

Kata “multi” dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan 

dengan “banyak”, yakni lebih dari satu (berlipat ganda).10   

Sedangkan yang dimaksud dengan “multi akad” adalah 

berbagai jenis akad (yakni terdiri tiga akad) dalam menerbitkan sukuk  

ijārah diantaranya adalah akad ijārah akad wakālah, dan akad kafālah. 

Namun, dalam pelaksanaannya multi akad tersebut tidakk dilakukan 

secara bersamaan, akan tetapi secara bertahap.  

• Aplikasi Sukuk Ijārah:  

Berasal dari Bahasa Inggris “application” yang berarti 

penggunaan atau praktek.11 Jadi, yang dimaksud dengan aplikasi 

sukuk ijārah  adalah praktek obligasi syariah (surat berharga jangka 

panjang) oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. dengan menggunakan 
                                                 
9 John Ecols dan Hasan Sadily. Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, h.  426 
10 Trisno Yuwono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, h. 290 
11 John Ecols dan Hasan Sadily. Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, h. 34  
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akad ij rah. Maksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT. Sona Topas 

Tourism Tbk.” adalah beberapa akad yang digunakan dalam aplikasi 

sukuk ijārah pada PT. Sona Topas menurut pandangan Hukum Islam.   

 

E. Kegunaan hasil penelitian  

 Sejalan dengan adanya tujuan yang telah dipaparkan diatas, diharapkan dari 

hasil literatur yang digunakan dapat memberi manfaat atau kegunaan hasil penelitian 

baik secara teoritis maupun secara praktis:  

• Kegunaan secara teoritis,  

Dapat memberikan pemahaman, penyebarluasan sekaligus pengembangan 

Ekonomi syariah terutama Islamic Finance mudah-mudahan dapat dicapai. 

Secara praktis, pengembangan obligasi syariah dapat dimanfaatkan bagi pihak 

yang kelebihan dana yang masih mungkin untuk tumbuh lebih banyak lagi di 

Indonesia.  

• Kegunaan secara praktis,  

1. untuk menambah hazanah Ilmu Pngetahuan yang bersifat empiris 

khususnya yang berkaitan dengan multi akad dalam aplikasi sukuk 

ij rah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.  

2. sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya. 
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3. dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran bagi para pihak 

pengelolah sukuk sesuai dengan tinjauan hukum Islam, baik sekarang 

maupun dimasa yang akan datang.  

 

F. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah 

dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang 

sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian 

penelitian sebelumnya.  

 Pembahasan mengenai surat berharga sebelumnya telah ditulis dalam sebuah 

karya oleh Taufik Hidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pelaksanaan BuyBack Surat Utang Negara di Bank Indonesia Surabaya”. Dalam 

tulisan tersebut dijelaskan bahwa Surat Utang Negara (SUN) itu dapat dibeli kembali 

sebelum jatuh temponya tiba. Artinya, SUN tersebut dibeli kembali pada saat 

sebelum waktunya untuk melunasi. Apabila mengacu pada Hukum Islam, hal tersebut 

tidak diperbolehkan, karena jual beli adalah harus mutlak milik si pembeli sehingga 

tidak boleh ada akad lagi untuk membeli kembali. Namun, pada hakikatnya 

pembelian kembali pada SUN diperbolehkan untuk semua obligasi karena bisa terjadi 

yang swasta atas nama pemilik Negara membeli karena sudah bisa membeli obligasi 

yang sudah dijual tersebut.12 

                                                 
12 Taufik Hidayat, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan BuyBack Surat Utang Negara di 

Bank Indonesia Surabaya, Penulisan Skripsi Jurusan Muamalah, tahun 2008 
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 Selain itu, karya lain adalah dengan judul “Tinjauan Hukuk Islam Tentang 

Dua Akad (rahn dan ijārah) Dalam Satu Transaksi di Pegadaian Syariah Baba’an 

Surabaya ”, bahwa akah rahn yaitu transaksi yang dilakukan nasabah untuk 

memperoleh pinjaman dengan sesuatu jaminan kepada pegadaian Syariah Baba’an 

Surabaya, dan akad ijārah yaitu transaksi yang dilakukan di pegadaian Syariah 

Baba’an Surabaya untuk memperoleh keuntungan melalui jasa simpan, pemeliharaan 

dan keamanan barang jaminan dari nasabah. Hal tersebut merupakan suatu bentuk 

tolong menolong dan kerjasama. 13 

 Sedangkan dalam penulisan skripsi ini menjelaskan tentang adanya tiga akad 

dalam satu transaksi yang terdapat pada akad sukuk ijārah PT. Sona Topas Tourism 

Tbk. Jadi, sudah jelas bahwa penulisan skripsi ini bukan merupakan pengulangan atau 

yang lainnya.   

  

G. Metode Penelitian  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Metodologi pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati14. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan 

menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi, diantaranya adalah:  

 

                                                 
13 Musrifah, Tinjauan Hukuk Islam Tentang Dua Akad (rahn dan ijarah) Dalam Satu Transaksi di 

Pegadaian Syariah Baba’an Surabaya, Penulisan Skripsi Jurusan Muamalah, tahun 2005 
14 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal.3 
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1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa:  

a. Sumber data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di Bursa Efek 

Indonesia di Surabaya, yakni pihak-pihak yang bertanggung jawab 

terhadap pencatatan atau pelaksanaan sukuk ijārah yang diaplikasikan 

oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. Salah satu pihak yang bertanggung 

jawab atas kewenangan tersebut adalah Bapak Bambang (bagian 

informasi dan edukasi Bursa Efek Indonesia, Surabaya), atas 

diperolehnya sukuk ijārah hingga dipergunakannya sesuai dengan 

tujuan PT. Sona Topas Tourism Tbk. Selain itu, data yang diperoleh 

penulis adalah prospektus PT. Sona Topas tourism Tbk. yang disusun 

oleh Tim PT. Sona Topas Tourism Tbk.  

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari perusahaan yang bersangkutan dan merupakan data yang sudah 

dibukukan dan dipublikasikan, seperti dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan akad dalam sukuk ijārah.  Selain itu, data juga 

diperoleh dari internet atau milis ekonomi syariah seperti majalah, 

bulletin, surat kabar, jurnal, dan lain-lain yang menjelaskan dan 

berhubungan dengan sukuk ijārah. Adapun judul buku tersebut 

diantaranya adalah: 
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▫ Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik 

▫ Rachmat Syafe’I. Fiqih Muamalah  

▫ Dr. Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah  

▫ Wahbah az-Zuhaili. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh  

                        ▫ http://akadleasing.Herminsyahri.wordpress.com.15 Juni 2009 
 
                       ▫ http://konsultasimuamalat.MI Sigit Pramono.wordpress.com.20 Maret  
 
                         2009 

 

2. Tehnik Pengumpulan Data  

Dalam usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, maka 

dilakukan dengan:  

a. Studi Interview 

Yakni peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berkaitan dengan akad yang digunakan dalam sukuk ijarah PT. Sona 

Topas Tourism Tbk. Data ini diterima langsung oleh peneliti melalui 

salah satu pimpinan Bura Efek Indonesia (BEI) di Surabaya berupa 

wawancara.  

b.  Studi Dokumentasi  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang 

tertulis, yakni peneliti akan mempelajari serta mencatat dokumen atau 

arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian di PT. Sona Topas 

Tourism Tbk.  
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3. Tehnik Analisis Data  

Setelah data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi sukuk 

ijarah PT. Sona Topas Tourism Tbk tersebut terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Karena penelitian ini bersifat 

lapangan, maka metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis 

masalah adalah “deskriptif analisis”, yakni menguraikan dan menggambarkan 

kasus-kasus yang ada kemudian data-data penelitian tersebut dianalisis secara 

kritis dan objektif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian analisis tersebut 

dikembangkan dan diinterpretasikan secara induktif, yakni menggunakan 

teori-teori dan ketentuan hukum Islam serta pendapat yang bersifat umum 

kemudian ditarik kedalam sebuah simpulan yang bersifat khusus.   

 

H. Sistematika Pembahasan  

 Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dimana masing-

masing bab saling berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Secara garis besar, 

kerangka dari pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:  

Bab pertama, dalam bab ini yang dikemukakan antara lain latar belakang 

permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.  

Bab kedua, bab ini memuat antara lain uraian tentang landasan teori yang 

sesuai dengan permasalahan yang diperoleh penulis selama perkuliahan maupun 
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literatur-literatur yang sekiranya dapat dijadikan dasar pedoman dalam penulisan 

skripsi ini.   

Bab ketiga, isi dari bab ini adalah gambaran hasil penelitian serta 

pembahasan mengenai aplikasi multi akad dalam aplikasi sukuk ij rah yang pada PT. 

Sona Topas Tourism Tbk.  

Bab keempat, dalam bab ini menyajikan tentang analisis Hukum Islam dari    

hasil penelitian yang meliputi multi akad dalam aplikasi sukuk ij rah yang terdapat 

dalam pembahasan skripsi ini.  

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dari seluruh 

pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Isi dari bab ini adalah kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil pembahasan.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 
 

BAB II 

KONSEP PERJANJIAN (AKAD) DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 

  

Dalam dunia perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi 

duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan itu berdasarkan Hukum Islam. 

Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah 

dilakukan bila hukum itu berdasarkan hukum positif saja. Tetapi tidak demikian 

dalam Islam, perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumil 

qiyāmah. 1 

 Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, 

maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, sebagaimana dalam hal:  

• Rukun, yang mencakup: penjual, pembeli, barang, harga dan ijab-qabul.  

• Syarat, yang meliputi:  

o Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa 

yang haram menjadi batal demi adanya hukum Islam.  

o Harga barang dan jasa harus jelas. 

o Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada 

biaya transportasi. 

                                                 
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h. 29-30 
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o Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. 

Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai, 

seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. 2 

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas, sebagaimana akad pada umumnya, 

bahwasannya kita tidaklah akan bisa lepas dari yang namanya perikatan (akad), yang 

dapat memfasilitasi kita dalam memenuhi segala kepentingan. Mengingat betapa 

pentingnya perikatan (akad), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti 

memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama 

Islam, yang memberikan sejumlah prinsip beserta dasar-dasarnya mengenai 

pengaturan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Dasar-dasar inilah kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum 

Islam dari abad ke abad sehingga terbentuklah suatu istilah yang kini disebut dengan 

“perikatan syariah”  

 

A. Pengertian Akad  

 Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. 

Kata akad berasal dari al-a’qd, yang berarti mengikat, menyambung atau 

menghubungkan (ar-rabt). Sebagaimana menurut segi etimologi lain, akad berarti:  

 

 

                                                 
2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h. 29-30 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 
 

3حِسِّياً اَمْ مَعْنَوِيّاً مِنْ جاَنِبٍ اَوْ مِنْ جَانِبَيْنِالرَّبْطُ بَيْنَ اَطْرَافِ الشََّئِ سَوَاءٌ اَآاَنَ رَبْطاً   

Artinya: “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara 
maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. 

 
 Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang 

diberikan untuk akad, di antaranya adalah: 4 

1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang 

diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang 

menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.  

2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 

hukum pada objeknya”.  

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk 

menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga 

terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena 

itu,dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan 

sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat 

Islam. 5 

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat memperlihatkan tiga 

kategori, bahwasannya:  

                                                 
3 Wahbah al-Juhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.  IV, h. 80 
4 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.   
5 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, h. 45   
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Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat 

timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, 

dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai 

tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila 

pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad 

adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.  

Kedua: akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan 

ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, 

seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, 

karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak 

memerlukan qabul.  

 Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum 

Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar 

fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi 

sebagian yang lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika 

berbicara tentang aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad 

dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan 

wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, 

serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup 

dengan ijab saja.  

Ketiga: tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, 

tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh 
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para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut 

“hukum akad” (hukm al-‘aqad). 6 

 

B. Rukun Dan Syarat Akad  

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk 

akad, hanya saja, dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan 

unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun 

akad terdiri atas:  

1. al- Āqidāni, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.  

2. Mahallul ‘aqd, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang 

hendak diakadkan”  

3. Shighatul ‘aqd, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui 

pernyataan ijab dan qabul.  

Sedangkan menurut fuqahā Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda 

dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari 

pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin sighat akad (ijab 

qabul). Al- Āqidāni dan mahallul ‘aqd bukan merupakan rukun akad melainkan lebih 

tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada 

pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, 

sedangkan dia bersifat internal (dākhily) dari sesuatu yang ditegakkannya. 7 

                                                 
6 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 68-69  
7 Mustafa Ahmad az-Zarqa,  Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am. I, h.  300  
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika duhubungkan dengan pembahasan 

rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, 

yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari 

perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. 

Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, 

tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat 

diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai 

rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka al-‘Aqid 

(orang/ pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.  

Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala 

sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat 

eksternal (khārijy)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya 

masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan 

adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang 

berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya 

akad. 8  

Masing-masing rukun  (unsur) yang membentuk akad diatas, memerlukan 

adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat 

membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak 

                                                 
8 Mustafa Ahmad az-Zarqa,  Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am. I, h. 301  
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dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat 

tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (syurūth al-In’iqad)”.  

Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya 

akad, diantaranya adalah: (1) tamyiz, dan (2) berbilang/ at-Ta’addud.  

Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, 

diantaranya adalah: (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain 

tercapainya kata “sepakat”.  (2) kesatuan majelis akad.  

Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya 

akad, diantaranya adalah: (1) obyek akad itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat 

ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan.  

Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah “tidak bertentangan 

dengan syariat”.  

 Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat 

terbentuknya akad (syurūth al-In’iqad)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-

syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu: 9 

1. Tamyiz 

2.  Berbilang pihak (at-Ta’addud)  

3. persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)  

4.  kesatuan majelis akad  

5. obyek akad dapat diserahkan  

6. obyek akad tertentu atau dapat ditentukan  
                                                 
9 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 97-98 
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7. obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan 

dimiliki/ mutaqawwim dan mamluk)  

8. tujuan tidak bertentangan dengan syariat.  

 

C. Obyek Akad  

Dalam hukum perjanjian Islam obyek akad dimaksudkan sebagai suatu hal 

yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Obyek akad 

dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang 

tidak berkenaan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak 

maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan. 

Misalnya akad jual beli rumah obyeknya adalah benda, yaitu berupa rumah 

dan ruang harga penjualannya yang juga merupakan benda akad sewa menyewa 

obyeknya adalah manfaat barang yang disewa, akad pengangkutan obyeknya adalah 

jasa pengangkutan. Imbalannya, yang bisa berupa benda (termasuk uang), manfaat 

atau jasa juga merupakan obyek akad. Jadi dalam akad jual beli rumah, misalnya, 

menurut hukum Islam bukan rumahnya saja yang merupakan obyek akad, tetapi 

imbalannya yang berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan obyek akad jual 

beli. 

Para ahli Hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada obyek akad, 

diantaranya adalah :10 

1. Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan 
                                                 
10 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.  191 
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Obyek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila obyek 

tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat 

dinikmati maupun dapat diambil manfaatnya apabila obyek itu berupa 

manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda (ijārah al-

manāfi’). Apabila obyek akad berupa sesuatu perbuatan seperti 

mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu 

harus mungkin dan dapat dilaksanakan. 

Dasar ketentuan ini dapat disimpulkan dalam hadits Nabi 

SAW, yang berbunyi:11 

يَأْتِيْنِيْ : فَقُلْتُ ياَرَسُوْلَ االلهِ. م. حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قاَلَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صعَنْ

الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِيْ اَبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ اَبْتاَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ قاَلَ 

  )رواه النساءى(لاَتَبِعْ ماَلَيْسَ عِنْدَكَ 

Artinya: “Dari Hakim Ibn Hizam (dilaporkan bahwa) ia berkata: aku 
bertanya kepada Nabi SAW, kataku: Wahai Rasulullah, 
seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang 
tidak ada padaku. Lalu aku menjual kepadanya, kemudian 
aku membelinya dipasar untuk aku serahkan kepadanya. 
Beliau menjawab: jangan engkau menjual barang yang 
tidak ada padamu ”. (HR. an-Nasa’i) 

 
Larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang dalam 

hadits di atas causa legis-nya adalah karena Nabi SAW 

mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah 

akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak. Atas dasar itu 
                                                 
11 Ahmad Syu’aib Abu Abd ar-Rahman Nasa’i, Sunan an-Nasa’i (al-Mujtaba). VII, h. 289 
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disimpulkan suatu aturan umum mengenai obyek akad, yaitu bahwa 

obyek tersebut harus merupakan barang yang dapat dipastikan bisa 

diserahkan. 

2. Obyek akad harus tertentu atau dapat ditentukan 

Syarat kedua dari obyek akad adalah bahwa obyek tersebut 

tertentu dan dapat ditentukan. Dasar ketentuan ini adalah bahwa Nabi 

SAW melarang jual beli kerikil. Dengan jual beli kerikil dimaksudkan 

jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil pada obyek jual beli, 

dimana obyek yang terkena batu kerikil tersebut itulah jual beli yang 

terjadi. Hal ini hampir mirip dengan judi dimana seseorang memasang 

sejumlah uang, kemudian menggulirkan sebuah bola kecil, kemudian 

roda atau bola kecil tersebut berhenti atau masuk lobang, maka itulah 

obyek yang dia menangkan. Disini terjadi ketidaktentuan atau 

ketidakjelasan obyek. Dari larangan ini diabstraksikan ketentuan 

umum bahwa suatu obyek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.  

Obyek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh 

para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. 

Apabila obyek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat 

menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah. Ketidakjelasan 

kecil (sedikit) yang tidak membawa kepada persengketaan tidak 

membatalkan akad. Ahli-ahli hukum Hanafi menjadikan akad 
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kebiasaan dalam masyarakat sebagai menentukan mencolok atau 

tidaknya suatu ketidak jelasan.     

3. Obyek akad dapat di transaksikan menurut syara’ 

Suatu obyek dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila 

memenuhi kriteria-kriteria berikut:  

• Tujuan obyek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, 

dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila 

transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan 

untuk sesuatu tersebut. Dalam hukum Islam, ada tiga jenis 

pemilikan dilihat dari segi pemiliknya, yaitu: (1) milik pribadi/ 

individual. (2) milik negara, misalnya: gedung atau kendaraan, 

dianggap tidak dapat dijual kecuali setelah dicabut dari daftar 

millik negara. (3) milik umum/ masyarakat, yakni barang yang 

tidak dimiliki oleh masyarakat atau biasanya dalam kitab fiqih 

disebut sebagai milik Allah.  

• Sifat atau hakikat dari obyek itu tidak bertentangan dengan 

transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan 

apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan 

transaksi. Yakni, sesuatu juga tidak dapat ditransaksikan 

apabila sifat atau hakikat sesuatu itu memang tidak dapat 

menerima transaksi atau tidak dapat menerima akibat hukum 
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akad. Untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat 

hukum akad, suatu obyek, apabila berupa benda, harus (1) 

merupakan benda bernilai dalam pandangan syariat Islam (m l 

mutaqawwim), dan (2) benda yang dimiliki.  

• Obyek akad tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 

Obyek yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum lebih 

tertuju kepada obyek yang berupa melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Adapun obyek berupa benda yang 

bertentangan dengan ketertiban umum syar’i seperti narkoba 

atau VCD porno dimasukkan dalam kategori benda yang tidak 

bernilai pada pandangan syari’at Islam.12     

  

D. Tujuan Berlakunya Akad  

Dalam hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam Hasyiyah Ibn ‘Abidin, 

dikenal dengan adanya apa yang disebut dengan hukum akad. Yang dimaksud dengan 

hukum akad tidaklah lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, 

yakni akibat hukum yang timbul dari akad, dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 13 

1. hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan 

bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dimana akad merupakan 

sarana untuk merealisasikannya.  
                                                 
12 Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah. hal. 205-209 
13 Ibid, h. 218  
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2. hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum 

tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti 

kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban 

penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam 

akad sewa menyewa, dan seterusnya.  

Yang terpenting untuk menjadi perhatian disini adalah hukum pokok akad (al-

hukm a-ashli li al-‘aqd). Sebagaimana dikemukakan diatas, hukum pokok akad 

adalah akibat hukum yang pokok dari akad, yaitu akibat hukum yang menjadi maksud 

dan hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Jadi, sesungguhnya tujuan 

akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya, tujuan akad 

sewa menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada 

penyewa dengan imbalan.  

Meskipun telah dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok 

akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan 

akibat hukum pokok akad. Perbedaan terletak pada sudut dari mana melihatnya. 

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti 

memindahkan pemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. 

Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas 

barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat 

hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan 

akad, dan terealisasikannya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan 

merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para 
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pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang 

dicapai bila akad dapat direalisasikannya.  14  

 

E. Asas-Asas Perjanjian Menurut Hukum Islam  

 Asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian (akad) dalam hukum Islam adalah 

sebagai berikut: 15 

1.  Asas Ibahah ( Mabda’ al-Ibāhah)  

 Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara 

umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada asasnya segala sesuatu itu boleh 

dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari 

asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-

tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-

bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat 

bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, bentuk-bentuk 

baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW itu disebut bid’ah 

dan tidak sah hukumnya.  

 Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu 

bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas 

tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka hal 

                                                 
14 Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah. h. 219  
15 Ibid, h. 83-92 
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ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada 

larangan khusus mengenai tindakan tersebut.   

2.   Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyah at-Ta’aqud)  

 Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat 

dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan 

memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan 

kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil. Namun 

demikian, dilingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan 

pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. Nash-nash al-Qur’an dan 

sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum 

Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan 

konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah 

dalam muamalat.  

3. Asas Konsensualisme  

 Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian 

cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya 

formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-

perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan 

asas konsensualisme dalam firman Allah yang berbunyi:  
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بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْ نَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ يااَيُّهاَ الَّذِيْن اَمَنُوْا لاَتَأْ آُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ 

16) ٢٩: النساء(وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ االلهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيْماً 
 

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta 
sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesama itu 
dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan 
timbal balik (kata sepakat) diantara kamu “ (an-Nisa’: 29)  

 
Kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik 

itu diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepekatan antara kedua belah 

pihak. Ibn Taimiyyah juga menegaskan bahwa, Allah memandang cukup perizinan 

timbal balik untuk jual beli dalam firman-Nya: 

 ” kecuali dengan jalan tukar menukar atas dasar perizinan timbal balik dari 
kamu dan memandang cukup kerelaan hati (consent) untuk tabarru’ dalam firman-
Nya, kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas 
dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi ayat diatas adalah mengenai jenis 
akad atas beban (muawadah) ”  
 

4.  Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawāzun fi al-Mu’awadhah)    

 Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam 

bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya 

keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang 

diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam 

transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada 

dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang 

                                                 
16 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 65 
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mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan 

terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul 

segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus 

mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian 

negatif.  

5. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)  

 Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para 

pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh 

menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). Apabila 

dalam pelaksanaan akan terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui 

sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga 

memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikannya kepada batas 

yang masuk akal.  

6.  Asas Amānah  
 

 Asas Amānah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beri’tikad 

baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak 

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali 

obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat 

spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain 

yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena 

itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Profesi kedokteran, 

terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter 
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saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena 

itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi akan diterapkan oleh 

suatu metode pengobatan dan penenangan penyakitnya, sang pasien sangat 

bergantung kepada informasi dokter untuk mengambil keputusan menjalani metode 

tersebut. Begitu juga terdapat barang-barang canggih, tetapi juga menimbulkan resiko 

berbahaya bila salah dalam penggunaannya. Dalam hal ini, yang bertransaksi dengan 

obyek barang tersebut sangat bergantung kepada informasi produsen yang 

menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum 

perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk 

memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak 

mengetahuinya.  

 Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian 

amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya 

untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara 

ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya 

disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata 

informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. 

Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang 

merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad 

amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas 

kedalam akad takaful (asuransi) bahkan juga banyak akad yang pengetahuan 

mengenai obyeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja.          
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7.  Asas Keadilan  

 Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam 

hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur’an yang menegaskan 

(QS. 5:8):  

17) ٨: المائدة(نَّ االلهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَالتَّقُوْاااللهَ اِ, دِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَااِعْ..... ..  

Artinya: “ ...........Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan “ (al-Maidah: 8)  

 
Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 

Sering kali zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia 

memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, 

karena klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa 

dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat 

baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima 

suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila 

memang ada alasan untuk itu.  

   

            

 

                                                 
17 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Tejemahnya, h. 86 
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BAB III  

APLIKASI MULTI AKAD SUKUK IJĀRAH   

PADA PT. SONA TOPAS TOURISM TBK.  

 

A.  Profil PT. Sona Topas Tourism Tbk.  

PT. Sona Topas Tourism Tbk. (perseroan) didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Djonny Imam Soedjono, pada tanggal 25 Agustus 1978 sebagai pengganti dari notaris 

Edison Sianipar, S.H. dengan nama PT. Sona Topas Group. Pada tahun 1981, sesuai 

dengan notaris Edison Sianipar, S.H. yang tertanggal 13 Januari 1981 nama perseroan 

diubah menjadi “PT. Sona Topas”. Akta pendirian tersebut telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 

No.Y.A.5/67/6, tanggal 2 Februari 1981. Pada tanggal 13 Oktober 1990, nama 

perseroan tersebut diubah menjadi “PT. Sona Topas Tourism Industry” berdasarkan 

akta notaris S.P. Henry Shidki, S.H. 1 

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang 

terakhir dengan akta notaris Rachmat Santoso S.H. yang tertanggal pada 21 Februari 

2000, mengenai perubahan nilai nominal saham perseroan. Akta perubahan tersebut 

telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Perundang-Undangan 

Republik Indonesia No.C.3376HT.01.04.TH.2000 tanggal 24 Februari 2000. 2 

                                                 
1 PT. Sona Topas Tourism Tbk, Prospektus PT.Sona Topas Tourism Tbk, h.  2 
2 ibid  
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Prusahaan yang berdomisili di Jakarta dengan kantor biro perjalanan wisata 

berlokasi di Pasar Baru, Jakarta. Kantor pusat perusahaan beralamat di Menara 

Sudirman Lt. 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 anggaran 

dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang usaha biro 

perjalanan wisata terutama dalam negeri, pengurusan dokumen, hotel dan perjalanan 

wisata (tour). Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha komersial pada tahun 

1980. Jumlah karyawan perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 30 Juni 2003 

dan 2004 masing-masing adalah 805 dan 864 karyawan. Adapun susunan pengurus 

perusahaan adalah sebagai berikut: 3 

Presiden Komisaris (Independen) :  Aryanto Agus Mulyo  

Komisaris     :  Djoni Jonathan Lasmana  

     :  Dewi Victoria Riadi  

Komisaris Independen   :  Suwito Juwono  

Presiden Direktur    :  Budi Setiawan  

Direktur       :  Selamet  

     :  Raymond Budhin  

     :  Harry Wangidjaja  

     :  Teddy Hartono Setiawan  

Perusahaan tersebut mempunyai 2 anak perusahaan, yaitu PT. Inti Dufree 

Promosindo, didirikan pada tahun 1990 dan PT. Artha Mulia Indah, didirikan pada 

tahun 1993). Kedua anak perusahaan tersebut (PT. IDP dan PT. AMI) telah bekerja 
                                                 
3http://www.sonatopas.co.id, PT. Sona Topas Tourism Tbk. 8 Juli 2009 
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sama dengan Toko Bebas Bea yang disebut juga dengan “Duty Free Shoppers (DFS)”. 

Perseroan ini memimpin jaringan kereta api, pesawat terbang dan sebagainya dari 

Toko Bebas Bea di Dunia. 4 

PT. Inti Dufree Promosindo dan  PT. Artha Mulia Indah saat ini 

mengoperasikan sembilan areal (outlet) Toko Bebas Bea (maksudnya adalah, 

pertokoan yang tidak terikat dengan biaya pajak) di Indonesia, empat diantaranya 

adalah berada di Bandara Soekarno Hatta, dan empat di Bandara Ngurah Rai, 

kemudian satu dipusat kota Bali. Selain memiliki outlet Toko Bebas Bea, perseroan 

juga memiliki satu komplek perjalanan Mal Bali Galeria, di Kuta Bali, serta memiliki 

wilayah ritel gabungan seluas 9.012 m2.5 

 

B. Sukuk Ijārah 

1. Perkembangan Sukuk di Indonesia  

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan 

hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk keutuhan operasi 

maupun ekspansi mereka. Investansi pada obligasi memiliki potensial keuntungan 

lebih besar dari pada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah 

memperoleh bunga dan kemungkinan adanya capital gain. 

Secara umum dapat juga diartikan obligasi adalah surat utang jangka panjang 

yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal (nilai pari/par value) dan 

                                                 
4http://www.sonatopas.co.id, PT. Sona Tona Tourism Tbk, 8 Juli 2009 
5 Ibid 
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waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau 

pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah. Salah satu jenis obligasi yang 

diperdagangkan dipasar modal kita saat ini adalah obligasi kupon (coupon bond) 

dengan tingkat bunga tetap (fixed) selama masa berlaku obligasi. 6 

Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak adanya 

konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang 

mempunyai komponen bunga (interest-bearing instruments) ini keluar dari investasi 

halal. Karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan dengan “obligasi syariah 

(sukuk)”. Pada awalnya, penggunaan istilah “obligasi syariah” sendiri dianggap 

kontradiktif. Obligasi sudah menjadi kata yang tidak bisa lepas dari bunga, sehingga 

tidaklah mungkin untuk di syariahkan. 7  

Menurut seluruh standar, saat ini sukuk adalah salah satu inovasi keuangan 

yang paling signifikan dan merupakan tambahan jenis produk pada industri keuangan 

Islam. Pasar sukuk, walaupun kecil namun telah berjalan dengan baik dan sebenarnya 

dapat menggambarkan darah baru yang telah lama ditunggu untuk disuntikkan pada 

kehidupan pasar modal diseluruh dunia Islam. Sukuk, yang tadinya merupakan 

produk sampingan pada industri keuangan Islam yang tumbuh dengan cepat, telah 

memastikan kelangsungan hidupnya sebagai suatu proses alternatif untuk 

memobilisasi tabungan dan investasi jangka panjang dari investor besar yang ingin 

sekali malakukan investasi dalam format yang berlandaskan syariah Islam. 

                                                 
6 Nurul Huda dkk, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 81 
7 Ibid, h. 85 
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Perkembangan ini dipenuhi tidak hanya oleh keinginan untuk menghasilkan dana 

dalam metode yang berlandaskan syariah, tetapi juga karena sifat-sifat produk yang 

lebih bagus. 8  

Penerbitan sukuk saat ini juga sudah menjadi perbincangan para ekonom 

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan 

sukuk? Pengertian sukuk menurut Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang 

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah suatu surat berharga jangka 

panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang 

obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada 

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee, serta membayar kembali 

dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai 

arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu 

nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai 

sertifikat dan menggunakannya sesuai rencana, sama halnya dengan bagian dan 

kepemilikan atas aset yang tangible, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek 

tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu. Sedangkan, menurut 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-

130/BL/2006 Tahun 2006 Peraturan No. IX.A.13, sukuk adalah efek syariah berupa 

sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan 

yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu, 
                                                 
8 Ibid, h. 160-161 
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nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan 

kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.9 

Hingga tahun 2005, baru ada 18 emisi obligasi dengan nilai Rp. 2,2 Triliun 

atau sekitar dua persen dari total obligasi nasional. Pada tahun 2002 hanya ada satu 

obligasi syari’ah dari indosat dengan nilai Rp. 175 Miliar. 

Banyaknya proyek-proyek infrastruktur seharusnya menjadikan Indonesia 

mempunyai daya tarik luar biasa bagi investor syariah. Industri energi 

(pertambangan, migas), industri berbasis sumber daya alam (perkebunan), dan 

industri infrastruktur berpendapatan valas (airport, seaport) merupakan sektor yang 

biasanya diminati investor syariah. Perilaku investor syariah juga agak berbeda dalam 

jangka waktu investasi. Investor syariah biasanya memilih dan memiliki horison 

investasi jangka panjang, antara 5 sampai 15 tahun. Perhatian utama investor ini 

adalah pada keutuhan modal, return yang kompetitif, namun dengan horison investasi 

yang panjang, bukan pada return jangka pendek. Sayangnya sampai dengan saat ini, 

pemerintah belum secara sistematis membangun brand dan citra Indonesia sebagai 

lokasi investasi yang memberikan kepastian dan kenyamanan. Singapura, misalnya, 

hampir setiap bulan mengirim delegasi tingkat tinggi yang berkunjung ke negara-

negara Teluk untuk meyakinkan investor agar berinvestasi di Singapura. 

Sukuk kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem keuangan 

global. Pada tahun 2007, nilai sukuk yang diperdagangkan di pasar global telah 

                                                 
9 http://kiamifsifeui.wordpress.com, tanggal 8 Juli 2009 
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meningkat lebih dari dua kali dibandingkan tahun 2006, dan mencapai US$62 miliar 

dibandingkan tahun 2006 sebesar US$27 miliar. Dari tahun 2001 hingga tahun 2006, 

Sukuk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 123%. Berdasarkan proyeksi S&P, 

dalam lima tahun ke depan, pasar sukuk dapat menembus level US$100 miliar, 

tergantung pada kondisi stabilitas pasar kredit. Sementara itu, Moody’s 

memperkirakan bahwa pasar sukuk akan meningkat sebesar 35% per tahun. Pada 

tahun 2010, pasar sukuk global diperkirakan dapat menembus hingga US$200 miliar, 

terutama ditopang oleh negara-negara di kawasan Teluk, Inggris, Jepang, dan 

Thailand.10 

Perkembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan 

Teluk dan Asia. Kini, semakin banyak negara yang telah menerbitkan sukuk sebagai 

instrumen pembiayaan. Pada tahun 2007, telah ada 10 negara yang menerbitkan 

sukuk, padahal pada tahun 2001 baru ada 2 negara. Uni Emirat Arab (UEA) dan 

Malaysia masih mempertahankan sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. 

Pada tahun 2007, lebih dari US$25 miliar sukuk (atau sekitar 75% dari seluruh sukuk 

yang diterbitkan di seluruh dunia pada tahun itu) adalah sukuk yang diterbitkan oleh 

UEA dan Malaysia. Sementara itu, Malaysia sendiri menguasai sekitar 66% dari 

seluruh penerbitan sukuk di dunia.11 

Dalam perkembangan selanjutnya, sukuk merupakan suatu bentuk pendanaan 

dan investasi, maka sukuk mempunyai beberapa bentuk (skim) yang ditawarkan 
                                                 
10 http://konsultasimuamalat.MI Sigit Pramono.wordpress.com, 20 Maret 2009 
11 Ibid  
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untuk tetap menghindarkan pada riba, salah satunya adalah sukuk ijārah. Sukuk ijārah 

adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan 

diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa dimana 

pembayaran return pada pemegang sukuk. Berkat fleksibilitas pada aturan ijarah, 

pelaksanaan sekuritas kontrak ijarah merupakan faktor kunci dalam mengatasi 

masalah-masalah manajemen likuiditas dan untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan 

sektor publik di negara-negara berkembang. Pembayaran dari semua ijarah dapat 

dihubungkan dengan periode pengambilan manfaat oleh penyewa. Hal ini bisa dibuat 

sebelum memulai periode sewa beli, selama periode atau setelah periode sesuai 

keputusan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.12 

Adapun fleksibilitas tersebut dapat digunakan untuk mengubah bentuk yang 

berbeda dari kontrak dan sukuk, dapat disesuaikan juga untuk tujuan yang berbeda 

dari penerbit dan para pemegang sukuk. Pemerintah dapat menggunakan konsep ini 

sebagai alternatif dari peminjaman berdasarkan bunga asalkan, mereka memiliki aset 

jangka panjang yang dapat digunakan dalam fungsi-fungsi pemerintahan. Penggunaan 

aset oleh pemerintah dimungkinkan, tidak masalah apakah aset ini meningkatkan 

pendapatan atau tidak (kahf, 1998). 

Ijārah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang obligasi syariah ijārah akan 

mendapatkan keuntungan berupa fee (sewa) dari aset yang disewakan. Penerapan 
                                                 
12 Nurul Huda dkk, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 130 
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akad ijārah untuk obligasi syariah dapat merujuk pada penerbitan obligasi syariah 

ijārah Matahari Departemen Store. Perusahaan ritel ini mengeluarkan obligasi ijārah 

senilai Rp. 100 M. Dananya digunakan untuk menyewa ruangan usaha dengan akad 

wakālah, dimana Matahari bertindak sebagai wakil untuk melaksanakan ijarah atas 

ruangan usaha dari pemiliknya (pemegang obligasi/investor). Ruang usaha yang 

disewa adalah Cilandak Town Store di Jakarta. Ruang usaha tersebut dimanfaatkan 

oleh Matahari13 sesuai dengan akad wakalah, dimana atas manfaat tersebut Matahari 

melakukan pembayaran sewa (fee ijārah) dan pokok dana obligasi. Fee ijārah 

dibayarkan setelah triwulan, sedangkan dana obligasi dibayarkan pada saat pelunasan 

obligasi, jangka waktu obligasi tersebut selama lima tahun. Sukuk akan 

diperdagangkan di bursa, dimana investor melakukan pendekatan “buy and hold”.14 

 

2.  Manfaat Sukuk  

 Estimasi yang dapat dipercaya memperkirakan tidak kurang dari 300 miliar 

dolar AS dana di Dunia yang diinvestasikan dalam instrumen pasar modal syariah. 

Inilah yang mendorong banyaknya manajer investasi di negara-negara Barat yang 

menawarkan instrumen syariah. Berbagai obligasi syariah yang diterbitkan di Timur 

Tengah dan Malaysia selalu melibatkan global investment bankers, yang berkantor 

pusat di Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda.  

 

                                                 
13 Matahari Departemen Store: yakni suatu perusahaan ritel yang bergerak dibidang perdagangan.   
14 http://konsultasi muamalat. MI Sigit Pramono.Wordpress.com,  20 Maret 2009 
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 Obligasi konvensional, keuntungannya didapat dari besaran bunga yang 

ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya 

margin/ fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas 

aset dan produksi. Obligasi syariah disetiap transaksinya diterapkan berdasarkan akad. 

Diantaranya adalah akad mudhārabah, akad ijārah, akad musyārakah, akad istishna’, 

dan sebagainya. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvenstasikan ke pasar uang dan 

atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat 

akad yang ditentukan disetiap transaksinya. Secara jelas, aturan bagi investasi ke 

dalam obligasi syariah tidak dibenarkan kepada transakksi yang dilarang, baik 

investasi tersebut pada barang yang syubhat ataupun makruh. Tidak dibenarkan jika 

bentuk investasi tersebut pada perusahaan yang telah memproduksi barang-barang 

yang telah dilarang, mislanya, perusahaan yang memproduksi minuman keras atau 

rokok yang dimakruhkan.  

 Berikut ini ringkasan perbandingan obligasi konvensional dengan obligasi 

syariah (sukuk): 15 

Tabel 1 :  

 Obligasi 

Konvensional  

Syariah Mudhārabah Syariah Ijārah  

Akad (Transaksi) Tidak ada  Mudharabah (bagi 

hasil) 

Ijarah (sewa/ lease)  

Jenis Transaksi - Uncertainty Contract Entertainty Contract  

                                                 
15 http://konsultasimuamalat.MI Sigit Pramono.wordpress.com, 20 Maret  2009 
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Sifat Surat hutang Investasi  Investasi 

Harga Penawaran 100% 100% 100%  

Pokok Obligasi 

Saat Jatuh Tempo 

100%  100% 100% 

Kupon  Bunga  Bagi hasil  Fee 

Return Float Income Ditentukan sebelum 

Fatwa DSN  Tidak ada No.33/DSN-
MUI/IX/2002 

No.41/DSN-
MUI/IX/2004 

Jenis Investor Konvensional Syariah/ konvensional  Syariah/ konvensional  

 

 

 Harus diakui, bahwa sukuk atau obligasi syariah merupakan salah satu bentuk 

terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, meskipun istilah tersebut adalah istilah 

yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu bentuk produk yang paling 

inofatif dalam perkembangan sistem keuangan syariah kontemporer.  

Kalau dianalisa, obligasi syariah ini sesungguhnya merupakan peluang bagi 

kita untuk mengundang para investor muslim dan non muslim untuk mau terlibat 

ditanah air. Sehingga, obligasi syariah dapat dimanfaatkan untuk membangun 

perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini 

menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsiv terhadap penerbitan obligasi syariah. 

Hampir semua obligasi syariah yang dikeluarkan, diserap habis oleh pasar dan 

bahkan pada beberapa kasus, sampai menimbulkan kelebihan permintaan.  
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3. Mekanisme dan Dasar Hukum Sukuk Ijārah PT. Sona Topas Tourism Tbk  

Nama obligasi syariah  : OBLIGASI SYARIAH IJĀRAH SONA 

TOPAS TOURISM  INDUSTRY TAHUN 

2004 

Seluruhnya  : Sebanyak-banyaknya  Rp. 52.000.000.000,- 

(lima puluh dua miliar)  

Jangka waktu  : 5 (lima) tahun   

Cicilan fee ijarah  : Rp. 7.670.000.000,- (tujuh miliar enam ratus 

tujuh puluh rupiah)  

Term pembayaran cicilan fee ijarah  : Cicilan fee ijarah akan dibayarkan setiap 3 

(tiga) bulan sekali   

Peringkat obligasi (kasnic)  : A+ (single A plus)   

Rencana penggunaan dana  : Penyertaan dana anak perusahaan, yakni PT. 

Inti Dufree Promosindo, oleh anak 

perusahaan tersebut akan dipergunakan untuk 

modal kerja, yang mana modal kerja tersebut 

bukan untuk jenis usaha yang tidak halal dan 

bertentangan dengan syariah Islam seperti 

yang dimaksud dalam Fatwa DSN Majelis 

Ulama Indonesia 18 April 2001 no. 20/DSN-

MUI/IV/2001 yang selanjutnya akan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 49

dipergunakan sebagai modal kerja anak 

perusahaan.  

 Penerbitan obligasi syariah ini dilakukan emiten dengan menandatangani 

perjanjian perwaliamanatan obligasi syariah ijārah dan akad-akad yang 

ditandatangani sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan obligasi syariah ijarah 

tersebut. Secara keseluruhan ringkasan alur proses penerbitan obligasi sebagai berikut: 

16 

• PT. Inti Dufree Promosindo selaku anak perusahaan sebagai pemilik dari 

bangunan Mal Bali Galeria mengalihkan manfaat pemakaian atas Mal Bali 

Balera kepada emiten berdasarkan akad ijārah. Emiten melalui penerbitan 

obligasi syariah ijārah mengalihkan manfaat pemakaian atas Mal Bali Galeria 

tersebut kepada pemegang obligasi syariah ijārah melalui wali amanat. Wali 

amanat untuk selanjutnya menunjuk emiten sebagai wakilnya berdasarkan 

akad wakālah untuk mengalihkan pemanfaatan pemakaian atas Mal Bali 

Galeria tersebut kepada pihak lain. Emiten kemudian mengalihkan manfaat 

pemakaian Mal Bali Galeria kepada PT. Iti Dufree Promosindo berdasarkan 

akad ijārah.  

• Untuk menjamin pembayaran kembali atas obligasi syariah ijārah ini telah 

dibuat akad kafālah oleh emiten dan PT. IDP kepada wali amanat untuk 

kepentingan pemegang obligasi syariah ijārah.  

                                                 
16 PT. Sona Topas Tourism Tbk, Prospektus PT.Sona Topas Tourism Tbk, h. 83 
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• Bahwa berdasarkan Fatwa DSN no.41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi 

syariah ijārah dan opini tanggal 17 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Tim Ahli 

syariah yang telah ditugaskan oleh DSN dan MUI untuk penawaran umum 

obligasi. Adapun penetapan tersebut adalah: prospektus dan perjanjian 

obligasi syariah PT Sona Topas Tourism Industry, Tbk. tahun 2004 tidak 

bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan tidak 

bertentangan dengan hukum syariah secara umum.   

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. 

sebagai acuan dalam menerbitkan obligasi syariah ijārah ini sebagaimana yang telah 

dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) adalah sebagai berikut: 17 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/X/2002 tentang 

Obligasi Syariah  

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang 

Pasar Modal Syariah  

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang 

Obligasi Syariah Ijārah  

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Wakālah  

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Kafālah  

                                                 
17Tim Ahli Syariah, Opini  Obligasi Syariah Ijarah PT. Sona Topas Tourism Tbk, h. 153  
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6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.  

Dengan dasar hukum tersebut, PT. Sona Topas Tourism Tbk. dapat 

melakukan aktifitas atau pekerjaan (usaha, bisnis), yang mana aktifitas tersebut 

kemudian tercatat di Bursa Efek Surabaya. Sumber hukum tersebut sangatlah penting 

bagi setiap perseroan yang menerbitkan efek syariah dalam bentuk apapun, baik 

dalam hubungannnya dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya maupun dengan 

pihak lain yang menjadi mitra kerjanya. Sumber hukum tersebut berfungsi sebagai 

payung aturan yang menentukan legalitas kerja dari apa yang diperbuatnya ditengah-

tengah masyarakat, apakah sesuai dengan syariat Islam ataukah bertentangan dengan 

syariat, tetapi hal tersebut sudahlah diatur dalam sumber hukum yang telah 

disebutkan diatas. 18 

 

4.  Maksud dan Tujuan PT. Sona Topas Tourism Tbk. dalam Menerbitkan Sukuk 

Ijārah 

 Penggunaan dana yang diperoleh melalui penawaran umum obligasi syariah 

ijārah ini, bahwa seluruh dana yang diperoleh pihak perseroan setelah dikurangi 

biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk penyertaan pada anak 

perusahaan perseroan, yaitu PT. Inti Dufree Promosindo (PT. IDP) yang 

dipergunakan untuk modal kerja. Modal kerja tersebut berkaitan dengan 

pengoperasian untuk unit usaha penyewaan Mal Bali Galeria dan kompleks pertokoan. 
                                                 
18 Wawancara Bapak. Bambang H. Santoso. Unit Informasi dan Edukasi. Tanggal 6 Mei 2009 
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Penggunaan dana hasil emisi tersebut harus digunakan untuk jenis usaha yang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam seperti yang dimaksud dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001.  

 Setelah dana hasil penawaran umum obligasi syariah tersebut digunakan 

seluruhnya, perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada 

BAPEPAM dan Wali Amanat, serta wajib pula untuk mempertanggung jawabkan 

pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan. 19 

 Berdasarkan maksud dari penggunaan dana yang diperoleh melalui penawaran 

umum obligasi syariah (sukuk) ijārah, maka tujuan emiten adalah “berusaha dalam 

bidang Biro Perjalanan Wisata”, agar tujuan tersebut dapat diwujudkan oleh PT. Sona 

Topas Tourism Tbk, maka emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

20 

1. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang 

meliputi sarana wisata yang berupa ticket wisata, obyek dan daya tarik wisata 

dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, 

dalam bentuk paket wisata.  

2. Penyelenggaraan dan pengguanaan paket wisata dengan cara menyalurkan 

melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada para 

wisatawan dan konsumen.  

                                                 
19 PT. Sona Topas Tourism Tbk, Prospektus PT.Sona Topas Tourism Tbk, h. 9 
20 Ibid. hal. 86-87 
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3. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata 

yang dijual.  

4. Penyediaan layanan angkutan wisata. 

5. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konveksi dan tingkat pertunjukan 

budaya serta kunjungan ke obyek wisata dan daya tarik wisata. 

6. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

7. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama, dan  

8. Penyelenggaraan perjalanan insentif.   

 

C.  Aplikasi Multi Akad  

Struktur obligasi syariah ijarah itu berdasarkan dari transaksi. Transaksi antar 

pihak yang berkaitan antara lain PT. Inti Dufree Promosindo (PT. IDP) sebagai 

pemakai manfaat, dan pemegang obligasi syariah ijārah dalam hal ini diwakili oleh 

wali amanat sebagai pemberi manfaat. Dalam transaksi ijārah tersebut, perseroan 

bertindak sebagai wakil dari pemegang obligasi syari’ah ijārah untuk mengijarahkan 

obyek ijārah tersebut kepada PT. IDP. Struktur tersebut dapat digambarkan seperti 

dalam diagram berikut ini: 
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Gambar 1:  

Diagram Struktur Obligasi Syari’ah Ijārah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Sebagaimana struktur yang telah tergambar di atas, dapat dijelaskan dari 

beberapa tahap, di antaranya adalah:21 

Tahap 1: 

PT. IDP sebagai pemilik obyek ijārah, yang melakukan ijārah dengan perseroan 

senilai Rp. 52.000.000.000. Transaksi ijārah ini dapat diuraikan dalam akad 

ijārah 1. 

Tahap 2: 

Perseroan sebagai pemilik obyek ijārah melakukan ijārah melalui emisi obligasi 

syariah ijārah dengan total emisi senilai Rp. 52.000.000.000. Setelah itu 

                                                 
21PT. Sona Topas Tourism Tbk, Prospektus PT.Sona Topas Tourism Tbk, h.  3 

 

Investor 

2. Penerbitan obligasi 

3. Wakalah untuk Ijārah 

PT. SONA TOPAS TOURISM 

1.  Ijārah 
4. Ijarah atas nama 

Investor 

PT. Inti Dufree 
Promosindo 
(PT ( IDP ) 
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transaksi tersebut berlangsung, pemegang obligasi syariah ijārah dalam hal ini 

adalah investor menjadi pemilik hak atas obyek ijārah tersebut. 

Tahap 3: 

Pemegang obligasi syari’ah ijārah memberikan kuasa atas obyek ijārah yang 

dimilikinya kepada perseroan untuk mngijarahkan obyek ijārah tersebut kepada 

PT. IDP. Dengan demikian perseroan atas nama pemegang obligasi syariah 

ijārah melakukan transaksi ijārah kepada PT. IDP. Transaksi ijārah ini 

diuraikan dalam akad wakālah. 

Tahap 4: 

PT. IDP sebagai pengguna manfaat atas obyek ijārah tersebut, berkewajiban 

untuk membayar sejumlah imbalan yang dinamakan fee ijārah. Pembayaran fee 

ijārah terdiri dari cicilan fee ijārah yang dibayarkan kepada pemegang obligasi 

syariah ijārah setiap triwulan, dan sejumlah sisa fee ijārah lump sump pada saat 

jatuh tempo obligasi syariah ijārah. Transaksi tersebut diuraikan dalam akad 

ijārah 2, dan sebagai bentuk jaminan PT. IDP atas pembayaran manfaat kepada 

pemegang obligasi syariah ijārah tersebut telah disepakati dalam akad kafālah. 

Dan keempat tahapan yang telah dijelaskan berdasarkan struktur obligasi 

syariah ijārah di atas, maka PT. Sona Topas Tourism Tbk. Dalam menerbitkan 

obligasi syariah ijārahnya menggunakan tiga akad, yakni akad ijārah, kafālah, 

wakālah  agar tujuan dari pada obligasi syariah tersebut dapat diwujudkan serta emisi 

dari obligasi syariah ijārah tersebut dapat dipergunakan sebagai modal kerja oleh PT. 

IDP. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 56

Adapun akad-akad yang dipergunakan diantaranya adalah: akad Ijārah, akad 

Wakālah, akad Kafālah. Di mana dalam hukum bisnis Islam (Hukum Muamalah) 

ketiga akad tersebut mempunyai makna yang berbeda, serta aplikasi yang berbeda 

pula, namun akan dijelaskan secara rinci. Adapun penjelasan tersebut di antaranya 

adalah: 

1. Akad Ijārah 

Akad al-Ijārah sendiri berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-‘iwadhu 

(ganti)”. Sedangkan menurut pengertian syara’, al-ijārah adalah suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dari suatu barang dengan jalan penggantian. Beberapa 

contoh kontak ijarah (pemilikan manfaat) seperti: 

a). Manfaat yang berasal dari aset, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk 

dikendarai. 

b). Manfaat yang berasal dari karya, seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, 

tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dll. 

c). Manfaat yang berasal dari skill/ keahlian individu seperti pekerja kantor pembantu 

rumah tangga, dll. 

Sementara itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, 

menyewakan makan untuk dimakan, dll. bukan termasuk kategori ijārah karena 

barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, namun barang-barang tersebut akan 

habis untuk dikonsumsi. 
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Adapun landasan Hukum Syari’ah mengenai ijārah tersebut adalah terdapat 

dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 233, yang berbunyi:22 

مَاأَتَيْتُمْ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْ ضِعُوْا اَوْلاَدَآُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّيْتُمْ 

) ٢٣٣: البقرة(بِاْلمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوْاااللهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ االلهَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ  

Artinya: “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha 
melihat apa yang kamu kerjakan” (al-Baqarah: 233) 

 
Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu 

memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa 

yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini 

termasuk di dalamnya terdapat jasa penyewaan atau leasing.23 

Dari situlah, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad 

pemindahaan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri. 

Secara umum, aplikasi daripada al-Ijarah dalam perbankan syari’ah dapat 

digambarkan dalam skema berikut ini 

 

 

 

 

                                                 
22 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 29  
23 Muhammad Syafi’i  Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Hal. 118 
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Gambar 2 : 

 

 

2. Akad Wakālah 

Wakālah atau wikālah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 

mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-Tafwiah. Sebagaimana 

dalam contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili peristiwa 

tersebut. Pengertian yang sama dengan menggunakan kata al-hifzu disebut dalam 

firman Allah: 

24)١٧٣: ال عمران( نَا االلهُ وَنِعْمَ الْوَآِيْلُ حَسْبُ   

Artinya : “Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baik pelindung”. (Al-Imran : 173) 

 

                                                 
24 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.57 
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Akan tetapi, yang dimaksud sebagai al-wakālah dalam pembahasan ini adalah 

pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada yang lain dalam hal-hal yang 

diwakilkan.25 

Dalam Hukum Islam mensyariatkan al-wakālah karena manusia 

membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan 

untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang 

perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. 

Salah satu dasar diperbolehkannya al-wakālah adalah Firman Allah SWT mengenai 

kisah nabi Yusuf a.s, saat ia berkata kepada raja. Yang isinya adalah:           

26( ۵۵: يوسف رْضَ اِنِّىحَفِيْظٌ عَلِيْمٌقَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاءِنِ الاََ (  

Artinya: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku 
adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman ”. (Yusuf: 
55) 

 
Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban 

amanat menjaga “Federal Reserve” Negeri Mesir. 

Namun, dalam perkembangan fiqih Islam, status wakālah sempat 

diperdebatkan, apakah wakālah masuk dalam kategori niabah, yakni sebatas mewakili, 

atau kategori wilayah atau wali?. Hingga kini, dua pendapat tersebut harus 

berkembang diantaranya adalah:27 

                                                 
25 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek,  h. 120 
26 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 193 
27 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek,  h. 122-123 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 60

Pendapat pertama, menyatakan bahwa wakālah adalah niabah atau mewakili. 

menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh 

fungsi muwakkil. 

Pendapat kedua, menyatakan bahwa wakālah adalah wilayah karena khilāfah 

(menggantikan) dibolehkannya untuk mengarah kepada yang lebih 

baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara 

tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit. 

Secara umum, aplikasi al-wakālah dalam perbankan dapat 

digambarkan pada skema berikut ini: 

 

Gambar 3 :  
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3. Akad Kafālah 

Al-kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kāfil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 

Dalam pengertian lain, kafālah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang 

yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.28 

Adapun dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari 

dalam al-Qur’an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yang isinya adalah 

sebagai berikut: 

29 ) ٧٢: يوسف(قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَاَنَا بِهِ زَعِيْمٌ   

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru, kami akan kehilangan piala raja, dan 
barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh 
makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. 
(Yusuf: 72) 

 
Kata zaim pada ayat diatas yang berarti penjamin dalam surat yusuf tersebut 

adalah gharim, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Secara umum, 

skema aplikasi al-kafālah dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

                                                 
28 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek,  h.123 
29 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 194 
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Gambar 4 :  
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BAB IV  

MULTI AKAD MENURUT  

PANDANGAN HUKUM ISLAM 

 

A. Aplikasi Akad  

Apabila ijab dan qabul telah memenuhi persyaratannya, terwujudlah perizinan 

timbal balik yang direpresentasikan oleh ijab dan qabul sehingga substansi rukun 

akad (sebagaimana disebutkan dalam bab II) pun terpenuhi. Akan tetapi, perizinan 

(ridha) tidak cukup hanya terwujud atau ada, tetapi juga wujud atau keberadaannya 

harus pula sah dan sempurna, yaitu diberikan secara bebas, dalam arti terhindar dari 

cacat. Apabila hal ini terpenuhi, maka rukun kedua menjadi sempurna sehingga dapat 

membentuk akad bersama rukun-rukun lainnya. 1 

Sebagaimana dalam hal jual beli, jika akad telah berlangsung, segala rukun 

dan syaratnya terpenuhi, maka konsekuensinya penjual memindahkan barang kepada 

pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan 

harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing dari mereka halal 

menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi sesuai dengan jalan yang 

dibenarkan oleh syariat Islam. 2  

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapat terlihat jelas 

bahwasannya dalam hal apapun baik itu berhubungan dengan kehidupan 

                                                 
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 122 
2 Sayyid Sabiq,  Fikih Sunnah.  XII, h. 46  
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dimasyarakat pada umumnya maupun dalam hal bermuamalah (perekonomian Islam), 

maka akad mempunyai peranan yang sangat penting. Karena dengan adanya akad, 

maka kebutuhan setiap manusia dapat terpenuhi, serta timbullah timbal balik antara 

dua pihak atau lebih.  

 

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Multi Akad  

 Pinjam meminjam uang untuk memperoleh imbalan (keuntungan) sangatlah 

dilarang. Pendapatan atau keuntungan hanyalah boleh diperoleh dengan bekerja atau 

melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Untuk 

menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat 

Islam tersebut, piranti keuangan yang diciptakan harus didukung oleh aktiva, proyek 

aktiva, atau transaksi jual beli yang melatarbelakangi (underlying transaction) secara 

halal. 3 

 Perkembangan lembaga keuangan Islam yang berorientasi pada kebersamaan 

mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Dengan lahirnya instrumen 

surat berharga syariah negara (sukuk) di kanca pasar modal yang beroperasi 

berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga, merupakan sebuah 

peluang bagi umat Islam untuk berinvestasi tanpa keraguan dan didasari oleh 

motivasi keagamaan yang kuat dalam memobilisasi dana masyarakat untuk 

pembiayaan pembangunan ekonomi umat. 4 

                                                 
3 Muhammad Syafe’i Antonio,  Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h. 188  
4 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang Terkait, h. 49  
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 Adapun kedudukan sukuk ijārah yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas 

Tourism Tbk, telah memenuhi prinsip-prinsip berdasarkan syariat Islam. Sesuai yang 

telah disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI mengenai obligasi syariah ijārah. 

Penggunaan dananya pun juga sesuai dengan tujuan yang dimaksud yakni untuk 

modal kerja dalam bidang Biro Perjalanan Wisata.  

 Mengenai akadnya, sebagaimana yang digunakan oleh emiten dalam 

menerbitkan obligasi syariah ijārah (sukuk ijārah), menurut salah satu staff Bursa 

Efek Indonesia (BEI), menjelaskan bahwa, tidak semua perusahaan (emiten) yang 

menerbitkan sukuk, khususnya sukuk ijārah, harus menggunakan akad ganda, baik 

dua akad maupun tiga akad atau lebih. Karena akad merupakan perjanjian 

(agreement), yang mana perjanjian tersebut bukanlah merupakan hal yang paten 

(pasti). Sehingga perjanjian (akad) yang digunakan itu bermacam-macam bentuknya, 

sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang berkaitan. 5 

Leasing menurut peraturan yang ada disebut juga sewa guna usaha. Dalam 

keputusan Menkeu No.1169/KMK.01/1999 tentang kegiatan sewa guna usaha 

menyatakan “ sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance 

lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan 

                                                 
5 Bpk. Bambang. Wawancara Staff  Informasi dan Edukasi Bursa Efek Indonesia. Tanggal 22 Mei 
2009 
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oleh pihak yang menerima pembiayaan leasing (lessee) secara jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembayaran secara berkala. 6 

Salah satu fakta mengenai akad dalam leasing adalah transaksi pembiayaan 

pengadaan barang modal untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu 

kemudian diakhir jangka waktu tersebut pemilikan barang berpindah secara otomatis 

kepada lessee. Misalnya, pembiayaan motor secara kredit dengan berjangka waktu 3 

tahun. Menurut pengertian dari leasing tersebut, ada ketentuan bahwa dalam waktu 

angsuran motor menjadi milik lessor dan setelah jangka waktu angsuran tersebut 

berakhir, maka terjadi perpindahan milik kepada lessee. Namun, jika sebelum jangka 

tersebut berakhir, lessee tidak sanggup untuk membayar angsuran sampai lunas, maka 

motor akan ditarik oleh lessor dan dijual kembali.  

 Sedangkan akad yang telah terjadi pada obligasi syariah ijārah yang 

diterbitkan oleh PT. Sona Topas Toursim Tbk diatas, bahwa sukuk ijārah tersebut 

terdapat tiga akad, yaitu akad ijārah, akad wakālah, dan akad kafālah. Yang mana 

ketiga akad tersebut telah disepakati oleh antar pihak, antara PT. IDP, PT. Sona 

Topas Tourism, dan investor (pemegang obligasi syariah ijarah) demi terlaksananya 

tujuan dari pada sukuk ijarah tersebut.   

 Namun, jika mengacu pada syarat dari ketentuan hadis tentang dilarangnya 

dua akad dalam satu transaksi sekaligus, maka dapat dijelaskan dan dilihat dari dua 

segi, yaitu:   

                                                 
6 http://akadleasing.Herminsyahri.wordpress.com.15 Juni 2009 
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1. dari segi pelaku: dalam transaksi sukuk ijārah di atas, bahwa pelaku dari pada 

tiga akad yang dilaksanakan berbeda. Yakni PT. IDP kepada PT. Sona Topas 

Tourism Tbk untuk akad ijārah. Kemudian Pemegang obligasi (investor) 

kepada PT. Sona Topas Tourism untuk akad wakālah. Serta PT. Sona Topas 

Tourism Tbk kepada PT. IDP untuk akad kafālah.  

2. dari segi obyek: namun mengenai obyek yang dilakukan adalah berupa dana 

yang diperlukan oleh PT.IDP untuk modal kerja.  

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga akad namun  

salah satu unsurnya berbeda, yakni dari segi pelaku/ pihak-pihak yang melaksanakan 

akad. Sehingga jika salah satu unsurnya tidak sama, maka akadnya menjadi 

sah.disamping itu juga, pelaksanaan waktunya tidak secara bersamaan, akan tetapi 

secara bertahap. Jadi, tiga akad dalam satu transaksi yang terdapat pada sukuk ijārah 

PT. Sona Topas Tourism Tbk adalah merupakan akad yang sah. Selain itu, jika 

ditetapkan dalam hukum bisa menggunakan metode maslahah mursalah, dan secara 

mendasar prinsip hukum yang ada dalam muamalah adalah mubah. Sebagaimana 

tercantum dalam kaidah yang berbunyi: 7 

 الاصل في المعاملة اباحة حتى يدل الدليل تحريمها 

Artinya: “ hukum asaldalam muamalah adalah boleh sehingga terdapat bukti 
dalil yang mengharamkannya”.    

 
 

    

                                                 
7 Muchlish Usman. Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah. H. 119 
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BAB V  

KESIMPULAN  

  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan :   

1. Aplikasi multi akad sukuk ijārah yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Toursim 

Tbk. adalah berdasarkan dengan akad ijārah. Sukuk dengan ajaran tersebut 

berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:41/DSN-MUI/III/2004 

tentang “sukuk ijārah”. Dana yang diperoleh dari obligasi syariah tersebut 

digunakan oleh anak perusahaan emiten (PT. IDP) untuk penyewaan suatu 

ruangan di Mal Bali Galeria dalam bisnis Biro Perjalanan Wisata. Sedangkan 

mengenai akad yang digunakan antara PT. Sona Topas Tourism Tbk, PT. Inti 

Dufree Promosindo, dan Investor (pemegang obligasi syariah ijārah) adalah: akad 

ijārah, wakālah, kafālah.  

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai multi akad dalam aplikasi sukuk ijārah adalah 

tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pihak yang melaksanakan akad 

berbeda sehingga dapat dikatakan salah satu unsur (rukun) akadnya berbeda yang 

tidak dapat membatalkan tujuan dari pada akad. Selain itu, pelaksanaan multi 

akad dalam aplikasi sukuk ijārah tersebut tidak dalam satu waktu. Dimana dalam 

Islam menjelaskan bahwa jika ada unsur (rukun) yang sama melaksanakan akad 

lebih dari satu, maka hal tersebut sangat dilarang karena sama halnya dengan 

“bai’ wa syarath” (jual beli bersyarat). 
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